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Abstract:

Reflection is commonly treated as a professional skill through which
teachers evaluate instruction, yet teachers do not merely face questions
about what works. They must also decide what is fair, appropriate, and
defensible when students’ needs, school rules, curricular demands,
emotional relationships, and professional principles do not point in the
same direction. This article reconstructs reflective equilibrium as a
framework for ethical deliberation in pedagogical decision-making. It
employs a critical literature review of conceptual and empirical works on
reflective equilibrium, reflective practice, teacher professional ethics,
dialogic pedagogy, emotion regulation, and differentiated instruction.
The synthesis shows that reflective equilibrium should be distinguished
from ordinary pedagogical reflection. It operates through reciprocal
adjustment among judgments about concrete cases, moral-professional
principles, pedagogical knowledge, contextual evidence, and the
perspectives of affected parties. Such deliberation also requires dialogue,
emotion regulation, and awareness of power asymmetries in teacher-
student relations. The article proposes a five-stage working model that
positions reflection as an ethical and contextual process rather than
merely an evaluation of teaching techniques.

Abstrak:

Refleksi sering ditempatkan sebagai keterampilan profesional guru
untuk mengevaluasi pembelajaran, tetapi dalam praktiknya guru tidak
hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang apa yang efektif. Guru
juga harus memutuskan apa yang adil, patut, dan dapat
dipertanggungjawabkan ketika kebutuhan peserta didik, aturan
sekolah, tuntutan kurikulum, relasi emosional, dan prinsip profesional
tidak selalu bergerak ke arah yang sama. Artikel ini bertujuan
merekonstruksi konsep keseimbangan reflektif sebagai kerangka
deliberasi etis dalam pengambilan keputusan pedagogis. Penelitian
menggunakan kajian literatur kritis dengan menelaah karya konseptual
dan penelitian tentang reflective equilibrium, reflective practice, etika
profesi guru, dialog pedagogis, regulasi emosi, dan pembelajaran
berdiferensiasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa keseimbangan
reflektif perlu dibedakan dari refleksi pedagogis biasa. Keseimbangan
reflektif bekerja melalui penyesuaian timbal balik antara penilaian atas
kasus konkret, prinsip moral-profesional, pengetahuan pedagogis,
bukti kontekstual, serta perspektif pihak yang terdampak. Proses ini
membutuhkan dialog, kemampuan mengelola emosi, dan kesadaran
terhadap relasi kuasa. Artikel menawarkan model kerja lima tahap
yang menempatkan refleksi sebagai proses etis dan kontekstual, bukan
sekedar evaluasi teknik mengajar.
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Refleksi telah lama ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam
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profesionalitas guru. Seorang guru tidak cukup hanya mengetahui materi dan memilih
metode yang dianggap efektif, tetapi perlu kembali melihat apa yang terjadi di kelas,
mengapa suatu keputusan diambil, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang
mungkin justru terabaikan (Anani Sarab & Mardian, 2023). Dalam arti ini, refleksi tidak
berhenti pada pertanyaan teknis mengenai keberhasilan strategi pembelajaran. Refleksi
membawa guru pada wilayah yang lebih sulit, menimbang konsekuensi dari keputusan
yang dibuat terhadap peserta didik yang berbeda kebutuhan, latar belakang, kemampuan,
dan pengalaman belajarnya (Freire, 2000). Kebutuhan untuk menimbang kembali praktik
tersebut semakin penting ketika kelas tidak pernah benar-benar homogen dan keputusan
yang tampak tepat bagi satu peserta didik belum tentu adil bagi peserta didik yang lain.

Literatur mengenai praktik reflektif menunjukkan bahwa istilah refleksi sendiri
sering digunakan secara longgar. Rodgers (2002), ketika membaca kembali pemikiran
Dewey, menegaskan refleksi sebagai proses pembuatan makna yang sistematis, disiplin,
berakar pada pengalaman, dan berlangsung dalam interaksi dengan orang lain. Schon
(2017) kemudian memperlihatkan bahwa profesional tidak selalu bekerja dengan
menerapkan teori secara mekanis; mereka juga melakukan reflection-in-action ketika
situasi menuntut penilaian langsung dan reflection-on-action setelah tindakan berlangsung.
Namun penerimaan luas terhadap refleksi tidak otomatis membuat konsep tersebut jernih.
Penelitian Fendler (2003) dan Beauchamp (2015) menunjukkan bahwa refleksi dapat
memiliki banyak makna, dari evaluasi teknis sampai kritik terhadap asumsi dan konteks
sosial. Kajian yang lebih mutakhir juga menemukan bahwa penelitian refleksi guru masih
sering berhenti pada level deskriptif dan belum selalu mencapai refleksi kritis yang
menyentuh persoalan nilai, kekuasaan, dan tanggung jawab (Anani Sarab & Mardian, 2023).

Persoalan menjadi lebih kompleks karena profesi guru memiliki dimensi moral
yang kuat. Guru harus memutuskan kapan aturan perlu diterapkan secara konsisten, kapan
keadaan individual peserta didik layak memperoleh pertimbangan khusus, sejauh mana
empati boleh memengaruhi penilaian, dan bagaimana menjaga otoritas tanpa menutup
suara siswa. Dilema semacam ini tidak muncul karena guru sama sekali tidak mengetahui
aturan, tetapi justru karena terdapat lebih dari satu nilai yang layak dipertahankan.
Penelitian tentang dilema etis guru memperlihatkan benturan antara kepedulian dan
tanggung jawab, kebutuhan individual dan norma institusional, otonomi siswa dan
kewajiban perlindungan, serta keadilan prosedural dan konsekuensi konkret bagi peserta
didik (Ehrich et al., 2011; Shapira-Lishchinsky, 2011; Tirri & Husu, 2002). Oleh karena itu,
pertimbangan profesional guru tidak dapat direduksi menjadi kepatuhan terhadap
prosedur.

Pada titik inilah konsep keseimbangan reflektif menjadi relevan. Berangkat dari
Rawls (2005), reflective equilibrium menunjuk pada proses bolak-balik antara penilaian
yang telah dipertimbangkan mengenai kasus tertentu, prinsip yang diyakini, dan
pertimbangan teoretis yang lebih luas sampai terbentuk koherensi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Daniels (1996) mengembangkan gagasan ini sebagai metode
justifikasi moral yang tidak memutlakkan intuisi maupun teori. Dalam pendidikan, Strike &
Soltis (2009) memperlihatkan bahwa pertimbangan etis guru membutuhkan kemampuan
membaca kasus sekaligus menguji alasan moral di balik keputusan. Perkembangan terbaru
bahkan menempatkan reflective equilibrium secara langsung dalam pendidikan guru.
Sedangkan Forster (2024), menunjukkan bahwa dialog tentang kasus normatif dapat
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mendorong guru meninjau keyakinan, bukti, kewajiban peran, dan asumsi moral secara
bersama-sama sebelum mengambil keputusan.

Kajian di Indonesia lebih banyak membahas refleksi sebagai sarana perbaikan
profesional dan penyesuaian pembelajaran. Watulingas & Cendana (2020), misalnya,
menunjukkan bahwa praktik refleksi membantu guru kelas inklusif mengidentifikasi dan
mengakomodasi kebutuhan siswa. Setiawan (2022) memperlihatkan bagaimana refleksi
dapat menghasilkan kesadaran baru terhadap praktik pedagogis. Sedangkan Nisa &
Sulianto (2024) mengaitkan refleksi calon guru dengan pemahaman karakteristik peserta
didik. Pada saat yang sama, pembelajaran berdiferensiasi semakin banyak ditawarkan
sebagai cara mengakomodasi variasi kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar (Faiz et al.,
2022; Herwina, 2021). Literatur tersebut penting, tetapi sebagian besar menempatkan
refleksi sebagai evaluasi pembelajaran dan diferensiasi sebagai strategi instruksional.
Pertanyaan mengenai bagaimana guru menimbang konflik nilai ketika strategi yang
berbeda berimplikasi pada keadilan, konsistensi, beban kerja, dan relasi guru-siswa belum
memperoleh perhatian yang sebanding.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya membedakan refleksi pedagogis dari
keseimbangan reflektif. Keduanya berhubungan, tetapi tidak identik. Refleksi pedagogis
menolong guru membaca pengalaman dan memperbaiki tindakan, sedangkan
keseimbangan reflektif memberi struktur bagi deliberasi ketika tindakan yang mungkin
diambil membawa konsekuensi moral yang berbeda. Kebaruan artikel ini terletak pada
upaya mempertemukan reflective equilibrium, reflective practice, etika profesi guru, dialog
pedagogis, regulasi emosi, dan pembelajaran berdiferensiasi dalam satu kerangka analitis.
Artikel ini bertujuan menjelaskan posisi konseptual keseimbangan reflektif dalam praktik
guru, mengidentifikasi bentuk dilema etis yang relevan dalam pembelajaran, serta
merumuskan model kerja yang dapat digunakan untuk menimbang keputusan pedagogis
secara lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik reflektif berkembang dari gagasan bahwa pengalaman profesional tidak
dengan sendirinya menghasilkan pembelajaran. Pengalaman baru menjadi sumber
perkembangan ketika guru bersedia memberi jarak terhadap tindakannya, menamai
persoalan yang muncul, dan menghubungkan peristiwa kelas dengan pengetahuan yang
lebih luas.Kajian dari Rodgers (2002), melalui pembacaan terhadap Dewey, menekankan
empat ciri refleksi yaitu merupakan proses pembuatan makna, berlangsung secara
sistematis dan disiplin, memerlukan interaksi dengan orang lain, serta berhubungan
dengan sikap yang menghargai perkembangan intelektual. Sedangkan kajian Schon (2017)
memperluas pandangan tersebut melalui reflection-in-action dan reflection-on-action.
Pembedaan itu penting karena guru sering kali harus menilai situasi ketika pembelajaran
masih berlangsung, bukan hanya setelah kelas berakhir.

Berbagai literatur pendidikan guru menunjukkan bahwa refleksi memiliki
kedalaman yang berbeda. Larrivee (2008) membedakan refleksi yang berorientasi pada
tindakan rutin, refleksi pedagogis, dan refleksi kritis. Kemudian Korthagen (2010)
mengingatkan bahwa refleksi yang bermakna harus mempertemukan pengalaman konkret,
pengetahuan profesional, dan identitas guru. Beauchamp (2015) menunjukkan bahwa
refleksi juga berkaitan dengan konteks, bahasa, serta cara guru memahami dirinya sendiri.
Sementara itu, Fendler (2003) mengajukan kritik penting, bahwa praktik refleksi dapat
berubah menjadi ritual profesional yang hanya menegaskan asumsi yang telah dimiliki.
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Kajian mutakhir memperlihatkan persoalan serupa. Selain itu, Suaib (2022) dan Anani
Sarab & Mardian (2023) menemukan bahwa penggunaan istilah reflective practice sangat
luas dan tidak selalu diikuti penjelasan tentang kedalaman refleksi yang dilakukan. Maka,
keberadaan jurnal refleksi atau evaluasi pembelajaran belum cukup untuk menunjukkan
bahwa guru telah memeriksa dasar moral dari tindakannya.

Keseimbangan reflektif berangkat dari tradisi yang berbeda. Rawls (2005)
menggunakan reflective equilibrium untuk menjelaskan proses penyesuaian timbal balik
antara penilaian yang telah dipertimbangkan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk
membenarkannya. Daniels (1996) kemudian mengembangkan wide reflective equilibrium
dengan memasukkan teori latar, informasi faktual, dan alternatif prinsip ke dalam proses
justifikasi. Kerangka ini tidak mencari kepastian absolut. Maka, aspek yang ditelusuri adalah
koherensi yang lebih baik setelah intuisi, prinsip, bukti, dan konsekuensi sama-sama
diperiksa dan, bila perlu, direvisi. Dalam pendidikan guru. Kemudian, kajian Forster (2024)
menunjukkan bahwa proses tersebut dapat terjadi melalui kasus normatif yang
mengharuskan peserta menjelaskan alasan, menguji bukti, dan mendengar perspektif yang
berbeda. Perbedaan mendasar antara praktik reflektif dan keseimbangan reflektif terletak
pada pertanyaan yang diajukan: yang pertama terutama membantu guru belajar dari
praktik, sedangkan yang kedua membantu guru menjustifikasi pilihan ketika lebih dari satu
nilai yang sah saling berhadapan.

Sedangkan, etika profesi guru tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap
kode etik. Banyak keputusan di kelas justru sulit karena guru berhadapan dengan beberapa
kewajiban yang sama-sama masuk akal. Kajian Strike & Soltis (2009) memperlihatkan
bahwa persoalan etis dalam pendidikan menuntut alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, bukan sekadar niat baik. Shapira-Lishchinsky (2011)
menunjukkan bahwa insiden kritis guru sering muncul dari benturan antara aturan,
kebutuhan peserta didik, kepentingan organisasi, dan tanggung jawab profesional.
Kemudian, model dari Ehrich et al. (2011) juga menempatkan dilema pada pertemuan
antara nilai pribadi, konteks organisasi, standar profesi, serta konsekuensi tindakan.
Literatur ini menegaskan bahwa masalah etis berbeda dari masalah teknis: masalah teknis
mungkin memiliki prosedur yang relatif jelas, sedangkan dilema etis memaksa guru
memilih ketika setiap pilihan membawa keuntungan sekaligus kehilangan nilai tertentu.

Dimensi relasional memperdalam persoalan tersebut. Noddings (2013)
menempatkan kepedulian sebagai relasi yang menuntut perhatian terhadap kebutuhan
konkret orang lain. Dalam praktik mengajar, kepedulian dapat membuat guru bersedia
memberikan kelonggaran atau dukungan tambahan. Namun Tirri & Husu (2002) justru
mengingatkan bahwa istilah ‘kepentingan terbaik anak’ tidak selalu bermakna sama bagi
guru, siswa, orang tua, dan institusi. Sedangkan Biesta (2015) menambahkan bahwa
penilaian profesional dibutuhkan karena pendidikan tidak dapat direduksi pada satu
ukuran keberhasilan. Guru bekerja di antara tujuan qualification, socialisation, dan
subjectification yang kadang tidak bergerak ke arah yang sama. Pada titik ini,
profesionalisme tidak berarti selalu memiliki jawaban pasti, melainkan mampu
menjelaskan mengapa suatu pilihan dianggap paling dapat dipertanggungjawabkan dalam
situasi tertentu.

Pendidikan etika bagi guru karena itu membutuhkan lebih dari penyampaian
norma. Warnick & Silverman (2011) mengusulkan penggunaan kasus untuk melatih
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procedural objectivity yaitu kemampuan menguji alasan secara terbuka tanpa menganggap
satu perspektif personal sebagai kebenaran final. Pendekatan ini sejalan dengan reflective
equilibrium karena guru tetap menggunakan prinsip, tetapi prinsip tersebut dibaca bersama
konteks dan dampaknya bagi pihak yang terlibat. Dengan cara itu, objektivitas tidak
diartikan sebagai ketiadaan emosi atau posisi, melainkan sebagai kesediaan memeriksa
bias, mengungkap dasar keputusan, menerima keberatan, dan mengubah keputusan ketika
alasan lain lebih kuat

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan kajian literatur kritis (critical narrative literature review).
Pilihan ini didasarkan pada karakter persoalan yang tidak hanya membutuhkan pemetaan
temuan empiris, tetapi juga penjernihan konsep dan sintesis argumentasi dari tradisi
literatur yang berbeda. Kajian literatur sebagai metode penelitian memungkinkan peneliti
menghubungkan temuan yang tersebar, menilai perbedaan penggunaan konsep, dan
membangun kerangka konseptual baru apabila proses pencarian, seleksi, dan sintesis
dilaporkan secara transparan (Snyder, 2019). Pendekatan ini tidak diposisikan sebagai
systematic review yang bertujuan menghitung keseluruhan publikasi atau menghasilkan
estimasi efek, melainkan sebagai kajian terstruktur untuk menjawab persoalan konseptual:
bagaimana keseimbangan reflektif dapat digunakan untuk memahami dilema etis guru
dalam pembelajaran.

Penelusuran pustaka dilakukan dengan memadukan sumber internasional dan
Indonesia. Sumber internasional ditelusuri melalui laman penerbit dan basis data akademik
yang memuat jurnal-jurnal pendidikan dan filsafat pendidikan, terutama ScienceDirect,
Taylor & Francis, Wiley, Springer, SAGE, dan Google Scholar. Literatur Indonesia ditelusuri
melalui Google Scholar, GARUDA, serta laman jurnal nasional. Kata kunci utama yang
digunakan dalam bahasa Inggris meliputi “reflective equilibrium”, “teacher reflective
practice”, “teacher ethical dilemmas”, “professional judgment in teaching”, “dialogic
pedagogy”, “teacher emotion regulation”, “normative case studies in teacher education”, dan
“differentiated instruction”. Kata kunci bahasa Indonesia mencakup “refleksi guru”, “praktik
reflektif”, “dilema etis guru”, “etika profesi guru”, “pembelajaran berdiferensiasi”, dan
“refleksi pembelajaran”. Kombinasi kata kunci digunakan untuk mempertemukan literatur
yang biasanya berkembang terpisah.

Seleksi sumber dilakukan berdasarkan empat pertimbangan. Pertama, sumber
harus memiliki keterkaitan langsung dengan salah satu konsep analitis utama, yaitu
keseimbangan reflektif, refleksi profesional, dilema etis, pertimbangan profesional, dialog,
regulasi emosi, atau diferensiasi pembelajaran. Kedua, artikel jurnal diprioritaskan dari
jurnal bereputasi internasional dan jurnal nasional terakreditasi, sedangkan buku dipilih
ketika merupakan karya fondasional atau menjadi rujukan penting dalam perkembangan
konsep. Ketiga, publikasi sepuluh tahun terakhir diprioritaskan untuk membaca
perkembangan mutakhir, tetapi karya klasik tetap dipertahankan ketika berfungsi sebagai
sumber primer konseptual, seperti Rawls, Schon, Freire, dan Noddings. Keempat, identitas
bibliografis diperiksa melalui laman penerbit atau jurnal dan DOI digunakan ketika tersedia.
Dengan kriteria tersebut, korpus analisis terdiri atas sumber-sumber inti yang
menggabungkan karya konseptual dan penelitian empiris, dengan proporsi publikasi
mutakhir yang lebih besar daripada sumber klasik.
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Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah diferensiasi
konseptual. Pada tahap ini, setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi bagaimana istilah
reflection, reflective practice, critical reflection, reflective equilibrium, dan professional
judgment digunakan. Pembedaan tersebut penting karena beberapa literatur memakai
istilah refleksi untuk kegiatan evaluasi teknis, sementara literatur lain menggunakannya
untuk proses kritik moral atau sosial. Tahap kedua adalah pengodean tematik terhadap
dilema yang muncul dalam praktik guru. Tema yang berulang dikelompokkan ke dalam
benturan antara keadilan dan kebutuhan individual, kepedulian dan konsistensi aturan,
otonomi dan otoritas, tuntutan institusi dan pertimbangan profesional, serta emosi dan
objektivitas. Tahap ketiga adalah sintesis argumentatif dengan menguji bagaimana
reflective equilibrium dapat menghubungkan kasus konkret, prinsip moral-profesional,
pengetahuan pedagogis, bukti kontekstual, serta perspektif pihak yang terdampak.

Kualitas sintesis dijaga dengan tidak menjadikan satu teori sebagai jawaban tunggal.
Dewey dan Schon digunakan untuk menjelaskan struktur refleksi profesional.Sedangkan
Rawls, Daniels, serta Strike dan Soltis digunakan untuk membaca deliberasi moral. Biesta
dipakai untuk menempatkan professional judgment sebagai unsur normatif pendidikan.
Freire dan Noddings membantu membaca relasi dialogis dan kepedulian; sedangkan
penelitian tentang regulasi emosi dan diferensiasi digunakan untuk menguji daya jelaskan
kerangka tersebut pada persoalan kelas yang lebih konkret. Sumber yang hanya mengulang
definisi tanpa memberikan kontribusi analitis tidak dijadikan landasan utama. Karena
artikel ini bersifat kajian literatur kritis, hasil yang diperoleh harus dipahami sebagai model
konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris pada
pengalaman nyata guru di sekolah.

Korpus akhir yang digunakan dalam sintesis terdiri atas 33 sumber, yaitu 26 artikel
jurnal dan tujuh buku. Jumlah tersebut tidak diperlakukan sebagai sampel statistik dan
tidak digunakan untuk membuat klaim bahwa seluruh literatur mengenai refleksi guru
telah tercakup. Korpus dipilih karena mewakili tiga fungsi yang diperlukan dalam artikel ini
yaitu karya fondasional untuk menelusuri asal konsep, penelitian empiris untuk membaca
dilema dan praktik guru, serta publikasi mutakhir untuk melihat perkembangan reflective
equilibrium, regulasi emosi, normative case studies, dan diferensiasi. Pencatatan sumber
dilakukan dalam matriks sederhana yang memuat fokus kajian, konsep utama, jenis
kontribusi, konteks pendidikan, bentuk dilema, dan relevansi terhadap pertanyaan artikel.

Proses sintesis dilakukan dengan membandingkan argumen lintas sumber, bukan
dengan menjumlahkan frekuensi istilah. Ketika dua sumber menggunakan istilah yang sama
dengan makna berbeda, perbedaan tersebut dipertahankan dan dibahas sebagai persoalan
konseptual. Sebaliknya, ketika penelitian dari tradisi berbeda memperlihatkan pola yang
serupa, misalnya pentingnya dialog, kepedulian, atau peninjauan ulang keputusan, pola
tersebut dikelompokkan sebagai tema lintas literatur. Langkah ini digunakan untuk
mengurangi kecenderungan memilih literatur yang hanya menguatkan argumen awal. Hasil
akhirnya disusun dalam tiga fokus: pembedaan refleksi pedagogis dan deliberasi etis,
pemetaan pola dilema guru, serta perumusan model kerja keseimbangan reflektif dalam
keputusan pedagogis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
DUA LAPISAN REFLEKSI DALAM PRAKTIK PROFESIONAL GURU
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Hasil sintesis menunjukkan bahwa literatur refleksi guru bergerak pada dua lapisan
yang sering beririsan tetapi tidak sama. Lapisan pertama adalah refleksi pedagogis. Pada
lapisan ini, guru membaca pengalaman kelas untuk memahami apa yang terjadi,
mengidentifikasi hambatan belajar, menilai respons siswa, dan memperbaiki strategi.
Rodgers (2002), Schon (2017), Korthagen (2010), Beauchamp (2015), dan kajian-kajian
yang lebih baru tentang reflective practice, keseluruhannya menempatkan pengalaman
sebagai bahan utama pembelajaran profesional. Refleksi pada lapisan ini dapat sangat
mendalam, terutama ketika guru mulai memeriksa asumsi, identitas, atau konteks sosial
yang memengaruhi praktik.

Lapisan kedua muncul ketika pertanyaan tidak lagi hanya menyangkut efektivitas,
melainkan alasan moral dari pilihan. Literatur reflective equilibrium memperlihatkan
bahwa guru membutuhkan proses berbeda ketika dua prinsip yang sama-sama penting
tidak dapat dipenuhi secara penuh. Misalnya, perlakuan yang sama dapat mendukung
konsistensi, tetapi kebutuhan individual dapat menuntut perlakuan berbeda. Dalam kondisi
tersebut, hasil sintesis menunjukkan bahwa pengalaman kelas perlu dipertemukan dengan
prinsip moral-profesional, bukti kontekstual, tujuan pendidikan, serta perspektif pihak
yang terdampak. Pembedaan dua lapisan ini menjadi temuan konseptual utama karena
mencegah semua bentuk evaluasi pembelajaran disebut sebagai keseimbangan reflektif.

EMPAT POLA DILEMA ETIS YANG BERULANG

Empat pola konflik nilai muncul berulang dalam literatur yang dianalisis. Pola
pertama adalah ketegangan antara kesetaraan dan keadilan. Guru berhadapan dengan
pertanyaan apakah aturan yang sama harus selalu diterapkan secara identik atau dapat
disesuaikan ketika kondisi awal siswa berbeda. Pola kedua adalah kepedulian dan
konsistensi. Dukungan khusus kepada siswa dapat menjadi wujud caring, tetapi keputusan
tersebut tetap perlu mempertimbangkan integritas penilaian dan hak siswa lain. Pola ketiga
adalah otoritas dan otonomi. Guru bertanggung jawab menjaga arah, keselamatan, dan
ketertiban pembelajaran, sementara peserta didik juga perlu memperoleh ruang suara dan
kemampuan mengambil posisi. Pola keempat adalah tuntutan institusional dan
pertimbangan profesional, terutama ketika aturan sekolah atau target pembelajaran tidak
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan situasi konkret (Tirri & Husu, 2002; Shapira-
Lishchinsky, 2011; Ehrich et al,, 2011; Biesta, 2015; Fadilla et al.,, 2025).

Keempat pola tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam satu kasus, guru dapat sekaligus
menghadapi persoalan keadilan, emosi, relasi kuasa, dan tuntutan institusi. Oleh karena itu
konsep ini tidak mendukung pemahaman dilema etis sebagai pilihan sederhana antara
tindakan ‘benar’ dan ‘salah’. Dilema lebih tepat dipahami sebagai situasi ketika alasan yang
mendukung pilihan berbeda sama-sama memiliki bobot. Kebutuhan akan keseimbangan
reflektif justru muncul karena keputusan yang baik harus menjaga sebanyak mungkin nilai
yang relevan tanpa berpura-pura bahwa tidak ada kerugian moral dari pilihan yang diambil.

DIALOG, REGULASI EMOSI, DAN KETERBUKAAN TERHADAP REVISI

Hasil Sintesis juga memperlihatkan tiga kondisi yang menentukan kualitas

AL IBTIDAIYAH, Vol. 07, No. 04, (2026) 7



deliberasi. Kondisi pertama adalah dialog. Studi kasus normatif menunjukkan bahwa
pertukaran perspektif membantu guru menemukan informasi yang sebelumnya tidak
terlihat dan menguji alasan yang digunakan (Gurr & Forster, 2023; Ta et al., 2023; Forster,
2024). Kondisi kedua adalah regulasi emosi. Literatur tentang emosi guru menunjukkan
bahwa kualitas keputusan sulit dipisahkan dari kemampuan mengenali dan mengolah
respons emosional, terutama pada situasi konflik atau pelanggaran aturan (Aldrup et al,,
2024; Wang et al, 2023). Kondisi ketiga adalah keterbukaan terhadap revisi. Refleksi
kehilangan fungsi kritis ketika hanya digunakan untuk membenarkan keputusan yang telah
dipilih sejak awal.

Pembelajaran berdiferensiasi menjadi arena yang memperjelas ketiga kondisi
tersebut. Guru membutuhkan data dan dialog untuk mengetahui kebutuhan siswa, regulasi
emosi untuk mencegah simpati atau frustrasi berkembang menjadi perlakuan yang tidak
proporsional, serta keterbukaan terhadap revisi karena strategi yang semula dianggap
tepat dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diperkirakan. Hasil sintesis ini mengarah
pada satu kesimpulan antara: keseimbangan reflektif tidak bekerja sebagai teknik sekali
pakai, melainkan sebagai siklus pengambilan keputusan yang dapat kembali dibuka ketika
konteks, bukti, atau dampak tindakan berubah.

KESEIMBANGAN REFLEKTIF SEBAGAI STRUKTUR DELIBERASI ETIS

Perbedaan antara praktik reflektif dan keseimbangan reflektif memberi dasar untuk
membaca hasil sintesis secara lebih tajam. Praktik reflektif berangkat dari pengalaman
profesional. Guru memperhatikan apa yang terjadi, menafsirkan pengalaman tersebut,
menghubungkannya dengan pengetahuan yang dimiliki, lalu menyesuaikan tindakan
berikutnya. Rodgers (2002) membaca Dewey sebagai proses pembuatan makna yang
menghubungkan pengalaman satu dengan pengalaman lain secara lebih mendalam. Schén
(2017) menambahkan bahwa refleksi tidak selalu berlangsung setelah pembelajaran; guru
dapat melakukan reflection-in-action ketika situasi sedang berlangsung dan keputusan
harus dibuat segera. Dalam pengertian ini, refleksi berfungsi menjaga agar praktik tidak
berubah menjadi rutinitas yang tidak pernah diperiksa kembali.

Masalahnya, tidak semua kegiatan yang diberi label refleksi otomatis menghasilkan
pertimbangan yang kritis. Fendler (2003) mengingatkan bahwa refleksi dapat menjadi
istilah normatif yang seolah selalu positif, padahal praktiknya dapat sekadar mengonfirmasi
keyakinan yang sudah dimiliki. Beauchamp (2015) juga menunjukkan bahwa konteks dan
identitas guru memengaruhi arah refleksi. Kajian Anani Sarab & Mardian (2023)
menemukan kecenderungan penelitian refleksi guru berhenti pada reflection-on-action dan
level deskriptif atau komparatif. Artinya, guru dapat sangat rajin menulis jurnal refleksi,
tetapi tetap tidak memeriksa asumsi moral, relasi kuasa, atau dasar keadilan dari keputusan
yang diambil. Di sini refleksi teknis berbeda dari refleksi kritis.

Keseimbangan reflektif bekerja pada lapisan yang lain. Rawls (2005)
menggambarkannya sebagai penyesuaian timbal balik antara considered judgments dan

prinsip yang dianggap mampu menjelaskan penilaian tersebut. Daniels (1996)
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memperluasnya menjadi wide reflective equilibrium dengan memasukkan teori latar,
informasi faktual, dan alternatif prinsip yang relevan. Tujuannya bukan menemukan aturan
yang tidak dapat diganggu gugat, melainkan mencapai posisi yang lebih koheren setelah
penilaian konkret dan prinsip sama-sama terbuka untuk revisi. Bagi guru, hal ini berarti
intuisi awal seperti “semua siswa harus diperlakukan sama” belum cukup. Intuisi tersebut
perlu diuji terhadap prinsip keadilan, tujuan pendidikan, kondisi peserta didik, data
pembelajaran, aturan sekolah, dan konsekuensi keputusan.

Strike & Soltis (2009) menempatkan dilema pendidikan dalam kerangka yang
serupa: persoalan etis tidak selesai hanya karena guru memiliki niat baik. Guru perlu
memberikan alasan yang dapat diperiksa oleh orang lain. Forster (2024) membawa
argumen tersebut lebih dekat pada pendidikan guru dengan menunjukkan bahwa reflective
equilibrium dapat dibangun melalui dialog kasus normatif. Deliberasi yang matang
mengharuskan guru bukan hanya bertanya “apa yang saya yakini”, tetapi juga “apa alasan
saya mempercayainya”, “bukti apa yang mendukungnya”, “apakah ada perspektif yang saya
abaikan”, dan “apakah keputusan ini tetap dapat dipertahankan jika kasusnya dialami siswa
yang berbeda”. Dengan cara demikian, keseimbangan reflektif dapat dipahami sebagai
metode untuk meningkatkan mutu alasan di balik keputusan profesional.

Hubungan antara kedua konsep tidak bersifat saling menggantikan. Praktik reflektif
menyediakan pengalaman, pertanyaan, dan kesadaran profesional yang diperlukan untuk
memulai deliberasi. Keseimbangan reflektif memberi struktur ketika hasil refleksi
membawa guru pada pilihan yang sama-sama mengandung nilai dan risiko. Korthagen
(2010) menunjukkan pentingnya menghubungkan pengalaman konkret dengan
pembelajaran profesional agar teori dan praktik tidak berjalan terpisah. Dalam artikel ini,
hubungan tersebut dipertegas: refleksi pedagogis adalah proses membaca dan belajar dari
praktik, sedangkan keseimbangan reflektif adalah proses menjustifikasi keputusan ketika
praktik mengandung konflik nilai. Pembedaan ini membantu mencegah perluasan istilah
“keseimbangan reflektif” menjadi sekadar keseimbangan emosi atau hubungan guru-siswa.

KEADILAN, KEPEDULIAN, DAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Dilema etis berbeda dari masalah teknis. Jika seorang siswa belum memahami
materi, guru dapat mencari metode penjelasan lain; ini terutama persoalan pedagogis.
Dilema muncul ketika pilihan untuk membantu siswa tersebut juga memunculkan
pertanyaan tentang keadilan terhadap siswa lain, penggunaan waktu kelas, standar
penilaian, atau konsistensi aturan. Shapira-Lishchinsky (2011) menunjukkan bahwa
insiden kritis dalam praktik guru sering melibatkan benturan dengan aturan, standar, dan
norma sekolah. Ehrich et al. (2011) menegaskan bahwa dilema lahir dari pertemuan nilai
personal, tuntutan profesional, konteks institusional, dan konsekuensi pilihan. Karena itu,
dilema tidak dapat diselesaikan hanya dengan daftar prosedur.

Salah satu ketegangan paling nyata adalah antara kesetaraan dan keadilan.
Perlakuan yang sama mudah dipahami sebagai objektif karena semua siswa menerima

aturan yang identik. Namun kesetaraan prosedural dapat menghasilkan ketidakadilan
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ketika kondisi awal siswa berbeda. Sebaliknya, perlakuan yang berbeda dapat dianggap
tidak konsisten jika dasar pertimbangannya tidak jelas. Pembelajaran berdiferensiasi
memperlihatkan ketegangan ini secara konkret. Herwina (2021) dan Faiz et al. (2022)
menunjukkan bahwa kebutuhan belajar, kesiapan, minat, dan profil peserta didik dapat
menuntut penyesuaian Konten, proses, atau produk. Akan tetapi, diferensiasi baru dapat
dianggap adil jika variasi perlakuan memiliki alasan pedagogis yang relevan, tujuan belajar
tetap transparan, dan kesempatan untuk mencapai standar tidak dibatasi oleh ekspektasi
guru yang bias.

Ketegangan kedua terdapat antara kepedulian dan konsistensi. Noddings (2013)
menempatkan caring sebagai relasi etis yang meminta guru sungguh-sungguh menerima
dan memahami keadaan orang lain. Dalam praktik, kepedulian dapat mendorong guru
memberi kesempatan tambahan kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan keluarga
atau tekanan psikologis. Namun guru tetap memiliki tanggung jawab terhadap kelompok
kelas dan integritas penilaian. Kajian Tirri & Husu (2002) menunjukkan bahwa
“kepentingan terbaik anak” sendiri dapat ditafsirkan secara berbeda oleh guru, orang tua,
dan institusi. Keseimbangan reflektif menuntut guru tidak memilih secara otomatis antara
aturan dan empati, tetapi memeriksa alasan di balik keduanya, mempertimbangkan akibat
jangka pendek maupun jangka panjang, serta mencari tindakan yang paling sedikit
mengorbankan nilai yang sah.

Ketegangan ketiga adalah antara otoritas dan otonomi peserta didik. Guru memiliki
tanggung jawab untuk menjaga arah pembelajaran dan keamanan kelas, tetapi pendidikan
juga bertujuan membentuk subjek yang mampu berpikir dan mengambil posisi. Biesta
(2015) menyebut pendidikan selalu memiliki dimensi normatif karena tujuan pendidikan
tidak dapat direduksi pada capaian terukur; guru harus menimbang qualification,
socialisation, dan subjectification. Pertimbangan profesional diperlukan ketika ketiga
tujuan tersebut tidak sepenuhnya selaras. Misalnya, strategi disiplin yang sangat efektif
menjaga ketertiban dapat mengurangi ruang suara siswa, sedangkan kebebasan yang tidak
terstruktur dapat mengganggu hak siswa lain untuk belajar. Tidak ada formula tunggal yang
dapat menggantikan penilaian profesional dalam kondisi semacam ini.

Dari sudut pandang keseimbangan reflektif, objektivitas guru bukan berarti
menghapus seluruh perasaan dan konteks personal. Objektivitas lebih tepat dipahami
sebagai kesediaan untuk menguji alasan secara terbuka. Warnick & Silverman (2011)
menyebut pendekatan kasus dalam etika profesi dapat meningkatkan procedural
objectivity karena keputusan diperiksa melalui pertimbangan moral yang relevan, bukan
dipaksakan sebagai jawaban absolut. Posisi ini penting karena guru selalu bekerja dari
perspektif tertentu. Yang dibutuhkan adalah mekanisme untuk mendeteksi bias,
mendengar keberatan, dan merevisi keputusan bila alasan yang lebih kuat muncul. Dengan
demikian, keseimbangan reflektif tidak menjanjikan keputusan yang bebas konflik, tetapi
membantu konflik tersebut diperlakukan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional.

Dialog, Emosi, dan Relasi Kuasa dalam Proses Reflektif
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Keseimbangan reflektif tidak cukup dilakukan sebagai percakapan internal guru
dengan dirinya sendiri. Banyak dilema pendidikan menyangkut orang lain yang memiliki
pengalaman dan kepentingan berbeda. Karena itu, dialog menjadi mekanisme untuk
menguji apakah suatu keputusan hanya koheren bagi guru atau juga dapat dijelaskan
kepada pihak yang terdampak. Gagasan Freire (2000) mengenai pendidikan dialogis
relevan pada bagian ini. Kritiknya terhadap banking education menunjukkan bahwa relasi
pembelajaran yang menempatkan guru semata-mata sebagai pemilik pengetahuan berisiko
menutup pengalaman siswa. Dialog tidak berarti guru melepaskan tanggung jawab
profesional, tetapi mengakui bahwa pemahaman situasi dapat berubah setelah suara siswa,
kolega, atau orang tua didengar.

Bukti empiris terbaru menguatkan fungsi dialog dalam pembahasan dilema etis. Ta
et al. (2023) menemukan bahwa diskusi kasus normatif pada guru dapat mendukung
pertukaran perspektif dan refleksi internal, bahkan ketika dilakukan dalam pengembangan
profesional yang singkat. Forster (2024) menyebut proses tersebut sebagai interpersonal
reflective equilibrium: alasan moral dan epistemik diuji bersama melalui percakapan yang
memungkinkan peserta mempertanyakan keyakinan dan sumber bukti yang mereka
gunakan. Gurr & Forster (2023) menunjukkan bahwa pendekatan kasus normatif berguna
justru ketika guru menghadapi isu yang tidak memiliki solusi sederhana. Dengan demikian,
dialog berfungsi bukan sebagai pelengkap setelah keputusan dibuat, tetapi sebagai salah
satu sumber yang membentuk keputusan.

Namun dialog di kelas tidak berlangsung pada ruang yang sepenuhnya setara. Guru
tetap memiliki kewenangan menilai, mengatur aktivitas, memberi sanksi, dan menentukan
sebagian besar struktur pembelajaran. Disisi lain, kajian Fendler (2003) mengingatkan
bahwa praktik reflektif sendiri dapat membawa relasi kuasa yang tidak disadari. Karena itu,
ungkapan “guru dan siswa sama-sama belajar” tidak boleh dipahami seolah tanggung jawab
keduanya identik. Guru memiliki kewajiban profesional yang lebih besar untuk
menciptakan ruang aman, menjelaskan batas keputusan, dan memastikan partisipasi siswa
tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi mereka. Kesadaran atas asimetri ini justru
membuat dialog lebih etis, karena guru tidak menggunakan kedekatan sebagai alasan
mengaburkan batas profesi.

Aspek lain yang sering dipisahkan dari pertimbangan etis adalah emosi.
Keseimbangan emosi mudah dianggap sama dengan keseimbangan reflektif. Literatur yang
lebih kuat menunjukkan keduanya berbeda tetapi saling memengaruhi. Meta-analisis Wang
etal. (2023) memperlihatkan bahwa regulasi emosi guru berkaitan dengan kondisi sekolah,
konteks kelas, karakteristik personal, efektivitas mengajar, dan kesejahteraan. Kajian
sistematis Aldrup et al. (2024) juga menunjukkan bahwa strategi regulasi emosi tertentu
berhubungan dengan kualitas interaksi guru-siswa dan efektivitas pengajaran. Emosi
dengan demikian bukan gangguan yang harus dihilangkan, melainkan informasi mengenai
situasi yang perlu diolah agar tidak secara otomatis berubah menjadi tindakan.

Guru yang marah karena siswa melanggar aturan, misalnya, mungkin memiliki
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alasan yang sah untuk menilai perilaku tersebut mengganggu kelas. Namun intensitas emosi
dapat mempersempit perhatian dan mendorong tindakan yang tidak proporsional (Fadilla
et al,, 2025). Sebaliknya, empati yang kuat kepada seorang siswa dapat membuat guru
mengabaikan konsekuensi keputusan bagi siswa lain. Keseimbangan reflektif
membutuhkan jeda antara pengalaman emosi dan justifikasi tindakan. Dalam situasi yang
memungkinkan, guru dapat menggunakan penilaian ulang kognitif, mengumpulkan
informasi tambahan, atau meminta perspektif kolega sebelum membuat keputusan yang
berdampak besar. Hal ini sejalan dengan temuan Watulingas & Cendana (2020) bahwa
refleksi membantu guru inklusif mengenali kebutuhan siswa. Selain itu, temuan dari
penelitian Setiawan (2022) juga menunjukkan refleksi dapat menghasilkan kesadaran baru
terhadap praktik pedagogis.

Dialog dan regulasi emosi akhirnya bertemu pada satu syarat: kesediaan untuk
direvisi. Guru tidak reflektif hanya karena mampu menjelaskan keputusan dengan panjang.
Penjelasan dapat menjadi rasionalisasi jika seluruh bukti yang berlawanan sejak awal
ditolak. Smith & Morris (2023) menempatkan praktik reflektif kritis sebagai siklus
berkelanjutan antara pengalaman, pembelajaran baru, keterlibatan dengan orang lain, dan
peninjauan ulang praktik. Keseimbangan reflektif memperdalam siklus itu dengan
menanyakan apakah revisi tersebut juga memperbaiki kualitas alasan moral. Guru mungkin
tetap mengambil keputusan yang sama setelah berdialog, tetapi posisi tersebut lebih kuat
jika telah melalui proses mendengar, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan alternatif
secara serius.

Dari Refleksi Menuju Keputusan Pedagogis

Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan sebagai contoh untuk melihat
bagaimana keseimbangan reflektif bekerja dalam keputusan sehari-hari. Diferensiasi pada
dasarnya berangkat dari pengakuan bahwa siswa tidak memasuki kelas dengan kesiapan,
minat, dan kebutuhan yang sama. Tomlinson (2014) menempatkan diferensiasi sebagai
respons terencana terhadap variasi peserta didik tanpa menghilangkan tujuan belajar yang
bermakna bagi semua. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kajian dari Herwina (2021)
dan Faiz et al. (2022) menunjukkan relevansi penyesuaian pembelajaran terhadap
kebutuhan siswa. Perkembangan pendidikan guru juga semakin menempatkan pemahaman
karakteristik peserta didik dan refleksi sebagai dasar adaptasi strategi (Nisa & Sulianto,
2024).

Meski demikian, diferensiasi tidak otomatis etis hanya karena berorientasi pada
kebutuhan siswa. Guru tetap perlu menanyakan bagaimana kebutuhan ditentukan, apakah
kategori yang digunakan mengunci kemampuan siswa, apakah siswa dengan capaian
rendah terus-menerus menerima tugas yang kurang menantang, dan apakah sumber daya
tambahan kepada sebagian siswa dapat dijelaskan sebagai bentuk keadilan. Jika diferensiasi
dilakukan hanya berdasarkan kesan awal guru, ia dapat memperkuat ekspektasi rendah.
Jika semua siswa selalu diberi perlakuan identik, perbedaan hambatan belajar dapat

diabaikan. Keseimbangan reflektif bekerja di antara dua risiko tersebut dengan
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menghubungkan data pembelajaran, tujuan pendidikan, prinsip kesetaraan kesempatan,
dan suara siswa.

Berdasarkan sintesis literatur, proses tersebut dapat dirumuskan dalam lima tahap
kerja. Tahap pertama adalah mengenali kasus dan pihak yang terdampak. Guru perlu
memisahkan fakta awal dari interpretasi agar tidak terburu-buru memberi label. Tahap
kedua adalah mengidentifikasi nilai atau kewajiban yang sedang bertentangan, misalnya
keadilan, kepedulian, keselamatan, otonomi, konsistensi, atau pencapaian akademik. Tahap
ketiga adalah menguji penilaian awal dengan pengetahuan pedagogis, bukti kontekstual,
aturan profesi, dan teori moral yang relevan. Tahap keempat adalah membuka deliberasi
melalui perspektif siswa, kolega, dan pihak lain sesuai kebutuhan, sambil memperhatikan
relasi kuasa dan kondisi emosional. Tahap kelima adalah mengambil keputusan sementara
yang dapat dijelaskan, memantau konsekuensinya, lalu membuka kemungkinan revisi.
Disebut sementara bukan karena guru tidak tegas, tetapi karena situasi pendidikan selalu
memberi informasi baru.

Model tersebut menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah legalisme, yaitu
menganggap aturan selalu cukup untuk menyelesaikan seluruh kasus. Aturan penting untuk
menjaga Kkonsistensi, tetapi aturan perlu ditafsirkan ketika bertemu konteks yang tidak
sepenuhnya diprediksi. Ekstrem kedua adalah relativisme, yaitu menganggap setiap
keputusan sama benarnya karena bergantung pada situasi. Reflective equilibrium justru
menuntut alasan yang semakin kuat melalui koherensi antara kasus, prinsip, bukti, dan
perspektif. Karena itu, konteks tidak menghapus prinsip; konteks menguji apakah prinsip
diterapkan dengan cara yang tepat.

Implikasi praktisnya cukup jelas bagi pendidikan guru dan pengembangan
profesional. Pelatihan refleksi sebaiknya tidak hanya meminta guru menulis apa yang
berhasil dan tidak berhasil, tetapi menghadirkan kasus yang mengandung konflik nilai.
Normative case studies dapat digunakan untuk membiasakan calon guru
mengartikulasikan alasan, mendengar perbedaan, dan mengenali asumsi di balik keputusan
(Forster, 2024; Taylor, 2024). Jika mentelaah konsep pengalaman dari Ta et al. (2023)
memperlihatkan bahwa diskusi etika berbasis kasus dapat membuka ruang perspektif yang
selama ini jarang muncul dalam pelatihan guru. Dengan pola tersebut, pengembangan
profesional tidak berhenti pada “tips mengajar”, tetapi juga menguatkan kapasitas untuk
melakukan ethical professional judgment.

Bagi sekolah, keseimbangan reflektif juga membutuhkan dukungan kelembagaan.
Guru sulit melakukan deliberasi yang matang jika setiap persoalan dipaksa selesai sendiri,
waktu kolaborasi tidak tersedia, atau budaya sekolah menghukum pengakuan atas
ketidakpastian. Refleksi yang sehat membutuhkan komunitas profesional yang
memungkinkan guru mendiskusikan kasus tanpa mempermalukan pihak yang terlibat,
menggunakan data secara proporsional, dan mendokumentasikan alasan keputusan.
Praktik semacam ini dapat mempertemukan refleksi individual dengan tanggung jawab

kolektif sekolah. Pada akhirnya, kualitas keputusan guru tidak hanya ditentukan oleh
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kapasitas personal, tetapi juga oleh apakah lingkungan profesinya memberi ruang untuk

berpikir, berdialog, dan memperbaiki keputusan.

Tabel 1. Model Kerja Keseimbangan Reflektif Dalam Keputusan Pedagogis

; . . Risiko yang perlu
Tahap Fokus refleksi Pertanyaan diagnostik dihindari
LMembaca  Fakta, kontels pinake (JEDS EEETIE S nal diangap
kasus terdampak Jadi: payang p ggap

2. Memetakan
nilai

3. Menguji
alasan

4. Membuka
dialog

5. Memutuskan
dan meninjau

Nilai dan kewajiban
yang bertentangan

Prinsip profesi, teori,
bukti, tujuan
pendidikan
Perspektif siswa,
kolega, orang tua,
dan kondisi
emosional

Tindakan, alasan,
konsekuensi, revisi

belum tersedia?

Nilai apa yang sama-sama
layak dipertahankan? Siapa
menanggung konsekuensi?

Apakah penilaian awal
konsisten dengan prinsip dan
bukti? Apakah ada alternatif?
Suara siapa yang belum
terdengar? Apakah relasi
kuasa memengaruhi
jawaban?

Dapatkah keputusan
dijelaskan secara terbuka?
Apa indikator bahwa

sebagai fakta.
Mengubah dilema etis
menjadi sekadar
masalah disiplin atau
teknik.

Konfirmasi bias dan
kepatuhan aturan
tanpa interpretasi.
Dialog simbolik dan
rasionalisasi
keputusan yang sudah
final.

Menganggap
keputusan sekali

L i lal nar.
keputusan perlu direvisi? dibuat selalu bena

Sumber: sintesis penulis berdasarkan kajian Strike & Soltis (2009), Warnick & Silverman
(2011), Taetal. (2023), dan Forster (2024).
Model lima tahap tersebut memberi kontribusi pada dua tingkat. Pada tingkat

teoretis, model ini mempertahankan perbedaan antara reflective practice, reflective
equilibrium, dan professional judgment. Praktik reflektif menyediakan bahan pengalaman
dan kesadaran; keseimbangan reflektif menguji koherensi alasan; pertimbangan
profesional menerjemahkan hasil deliberasi menjadi tindakan pada situasi tertentu.
Memisahkan ketiganya penting agar refleksi tidak menjadi istilah payung yang kehilangan
ketajaman. Pada tingkat praktis, model ini memberi urutan pertanyaan yang dapat
digunakan dalam pendidikan guru, supervisi akademik, maupun diskusi kasus di sekolah
tanpa mengubah etika profesi menjadi daftar jawaban baku.

Implikasi bagi pendidikan guru adalah perlunya menggeser latihan refleksi dari
laporan pengalaman menuju latihan argumentasi. Calon guru perlu dibiasakan menyatakan
fakta kasus secara hati-hati, membedakan fakta dari interpretasi, menyebut nilai yang
sedang bertentangan, menggunakan bukti yang relevan, dan menjelaskan mengapa satu
tindakan dipilih dibanding alternatif lain. Normative case studies dapat menjadi sarana
karena kasus yang baik memaksa peserta menghadapi ketidakpastian dan mendengarkan
keberatan. Bagi sekolah, ruang refleksi kolektif juga penting. Komunitas profesional yang
aman memungkinkan guru mengakui keraguan tanpa dianggap tidak kompeten, sekaligus
mencegah keputusan etis menjadi urusan individual yang tidak pernah dapat ditinjau oleh
kolega.

KESIMPULAN
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Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pembelajaran reflektif
bukan sekadar apakah guru melakukan refleksi, tetapi apa yang direfleksikan dan
bagaimana alasan di balik keputusan diuji. Praktik reflektif tetap penting karena membantu
guru membaca pengalaman, menafsirkan respons peserta didik, serta memperbaiki strategi
pembelajaran. Namun ketika guru berhadapan dengan konflik antara keadilan dan
kebutuhan individual, konsistensi dan kepedulian, otoritas dan otonomi, atau tuntutan
institusi dan pertimbangan profesional, refleksi pedagogis saja belum cukup. Situasi
tersebut membutuhkan keseimbangan reflektif sebagai proses deliberasi etis.

Keseimbangan reflektif dalam penelitian ini dipahami sebagai penyesuaian
berulang antara penilaian terhadap kasus konkret, prinsip moral-profesional, pengetahuan
pedagogis, bukti kontekstual, dan perspektif pihak yang terdampak. Posisi ini sekaligus
memperjelas bahwa keseimbangan reflektif bukan sinonim dari keseimbangan emosi
ataupun hubungan guru-siswa yang harmonis. Regulasi emosi dan dialog memang menjadi
syarat penting karena keduanya memengaruhi kualitas penilaian, tetapi tujuan akhirnya
adalah menghasilkan keputusan yang mempunyai alasan lebih koheren, dapat dijelaskan,
serta tetap terbuka untuk ditinjau kembali.

Secara teoretis, sintesis ini mempertemukan reflective equilibrium dengan reflective
practice dan professional judgment tanpa meleburkan ketiganya menjadi konsep yang sama.
Secara praktis, model lima tahap yang ditawarkan dapat digunakan dalam pendidikan guru,
supervisi akademik, atau diskusi kasus di sekolah: membaca kasus, memetakan nilai yang
bertentangan, menguji alasan dengan prinsip dan bukti, membuka dialog, lalu mengambil
keputusan  sambil memantau konsekuensinya. Pembelajaran  berdiferensiasi
memperlihatkan kegunaan kerangka tersebut karena perlakuan yang berbeda kepada
peserta didik membutuhkan dasar keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan
sekadar intuisi atau preferensi guru.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual. Model yang
disusun belum diuji melalui observasi keputusan guru dalam situasi kelas nyata. Penelitian
berikutnya perlu mengeksplorasi bagaimana guru mempraktikkan keseimbangan reflektif
ketika menghadapi insiden Kkritis, bagaimana budaya sekolah memengaruhi keberanian
guru untuk mendiskusikan dilema, dan apakah penggunaan kasus normatif dapat
meningkatkan kualitas argumentasi etis calon guru. Dengan pengujian tersebut,
keseimbangan reflektif dapat berkembang dari kerangka konseptual menjadi perangkat
profesional yang benar-benar membantu guru mengambil keputusan secara manusiawi,
adil, dan bertanggung jawab.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada penempatan keseimbangan reflektif
sebagai jembatan antara refleksi pedagogis dan etika keputusan guru. Guru tidak dituntut
menjadi filsuf moral di setiap situasi kelas, tetapi perlu memiliki kebiasaan
mempertanyakan alasan, bukti, dan konsekuensi dari tindakannya. Kebiasaan tersebut
menjadi semakin penting pada kelas yang heterogen, karena keputusan yang tampak netral
dapat menghasilkan dampak yang tidak sama. Dengan demikian, refleksi profesional yang
kuat bukan hanya membantu guru mengajar lebih efektif, tetapi juga membantu menjaga
agar efektivitas tidak dipisahkan dari keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap
peserta didik.
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